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BUPATI SIMEULUE

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Simeulue perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pengolahan
Bahan Galian Golongan C karena merupakan salah satu Sumber Pendapatan

Asli Daerah;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu mengatur kembali Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C dengan menetapkan dalam suatu Qanun.

Undang-Undang Nomor 7 (drf) Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah

" Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Propinsi

Sumatra Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak; 9

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3685); ,

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Acch sebagai Provinsi Naggroe Aceh.
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata

Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
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Pasal 1
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NAMA, OINEK DAN SUIMEK PAJAK

1'asnl 2
(1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan pengolahian Dahan Clatlan Colongan €, dipungut Pajak
atas setiap kegiatan Lxplotasl Dahan Calian Clolongan ('

(2) Objek pajak adalah  Keglatan  Exploitasl Pongambilan dan pengolahan  1ahan ( Iallan
Golongan C}

(3) Dahan Galian Golongan € Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputl ;
a, Asbes;
b, Batu Tulis;
Datu setengah Permata;
Batu Kapur,
Batu Apung;
Batu Permata;
Bentonit;
Dolomit;
Feldpars;
(Jaram Datu (halite),
Grafit;
Granit;
. Gips,
Kalasit;
Kaulin;
Lausit;
Magnesit;
Mika;
Marmer,
Nitrat;
Opsiden;
Oker;
. Pasir dan Kerikil,
Pasir Kuarsa;
Perit;
Pospat,
aa, Talk;
bb. Tanah Serat (Fullers Earth);
c¢, Tanah Diatome;
dd. Tanah Liat;
ce. Tawas (Alum);
ff. Trass;
gg. Yarosif;
hh. Zeolit.
ii. Batu Gunung

NS X E<CErPNADoES —rromme a0

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalsh Orang pribadi atau Badan D
golhe gokoagen yang mengeksploitasi atau mengambil bahan

(2) Wajib Pajak adalah orang peribadi atau badan .
Pamhimdnpmoldmadmoﬁmwmcm Rayungpukn dhoplohel
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BAR TN
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

I"asal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi Dahan Galian Golongan €,

() Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibitung dengan mengalikan volume/tonase
hasl ehsploitasi dongan nilai pasar atau harga standar masing-masing fenis bahan galian
golongan ¢

(3) Nilai jual sehagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis eksploitasi bahan
galian golongan ' ditetapkan secara priodik Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata
yang beraku dilokasi setempat;

() Harga standar sehagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang
dalam bidang penambangan bahan galian golongan (',

Pasal §
Besamya Tanif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual/m’,

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Dacrah;

(2) Besamya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah Sebagai
Dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang,

Pasal §

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat kegiatan cksploitasi bahan galian golongan C

Pasal 10
(1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;

) SP’I'PDsebagaimanadimaksudpadaayat(l)hmusdiisidengan'c benar dan |
serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; s e

(3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah, agaimana pada
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BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11
(1) Berdasarkan SPTPD) sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditctapkan Pajak
terhutang dengan menerbitkan SKPD;
(2) Apabila SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar sctelah lewaf
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD scbagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1),
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menctapkan sendiri  pajak yang
ferutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun scsudah saat terutangnya pajak kepala dacrah dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur
secara ftertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat bulan dihitung saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara
jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak,

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data
baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang, akan dikenakan sanksi administarsi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(5) SKPDN sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak;

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala

;);;:h sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
D;
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Pasal 14

(10 Pembayass Pagel harve Slabod an sch sl ston hinae,

() Lapels Diarsd dapst wmburiban porsetupuan bepade wajil pajab wtub mengansn pajab
wrvtang Qe burun wabty tortonty setelahy ditelitl mesmenui et vy oratan y s Miberih an,
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Pusal 14
(1) Sty pembayaan pagsk sobagaimans dimabeud dalam pasal 14 diberiban tanda bubil
pendaviean dan & catat dalam buby penerimaan,
(7) Damodh, v, b, vk tanda bukti pembaystan dan buki penerimasn pajak sehagaimana
Gkt pada ayat (1) dsstaphkan oleh Kepala Dacrah

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pusal 16

(1) St tgwan | peringatan | soral lan yang scjonls scbagal awal tindakan pelabsanasn
srnsagian paggh dikehuarkan vaclah 7 (wujub) hari sejak jatub tempo pembayaran,
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wepmn, wiglh pagdk harus mehonasd pajak yang lehutang,

(2) Swa g whaggmana Gimakand pada ayal (1) dikeluarkan olh pejabat yang ditunjuk,
Pasal 17

fl)wwﬂyum&hﬂwdﬂnyum&lmumwwdm
vz Gl Qalan varst \oguran atay sural poringatan atau surat lain yang scjenis
yuelady it y wtg bt yong, Giyayon ditagh denigan sural pakas,

(2) Ve senerviian vus pakaa woyera votelah Jowat 21 (dua puluh satu ) harl sejak tanggal
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Pasal 18
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Pasal 19
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PPasal 20
Setelah Kantor Ielang negara menetaphan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jur
sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

I’asal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Dacrah
ditetaphan oleh Kepala Daerah.

BABIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala Dacrah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas pemohonan wajib pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

b. Membatalkan tau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terhutang dalam hal ini sanksi terscbut dikenakan karena kekhilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administarsi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPPD scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sccara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala
daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD,SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

(3) Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga ) bulan sejak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Surat Keputusan;

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan,

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang

ditunjuk atas suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
¢. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan atau perundang-

undangan perpajakan yang berlaku;
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(2) Permohonan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sccara
tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan
oleh pihak ketiga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali
apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka watu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya,

(3) Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (du belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima sudah memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan,;

(5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25, atau banding sebagaimana
dimaksud pada pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Kepala dacrah atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas )
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaraan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
pajak dimaksud,

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan
pajak (SKMKP),

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkanya SKPDLB, Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pajak.



Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan

Pasal 28
hutang pajak lainnya scbagaimana

dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan
bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

0)

)

(M

)

1)

@

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa, setelah melampui jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

Kadaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Waijib pajak yang tidak melaksanakan kewajibanmya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)

kali jumlah pajak terhutang;
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran,

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 31

Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum
acara pidana;

chcnangpenyidikscbagaimmzdirmkmdpaduyat(l)adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tmtangkebmarmpcxb!mmymgcﬂahxkanschubmgandcngmﬁndakpidma
perpajakan dacrah;

¢ Mcnﬁnukctcrmgmdmbahmhlkﬁdmimmgpﬁbadimbadanschubmgmdcngm
tindak pidana dibidang perpajakan dacrah;

dMemcrﬂ:ubuku-buku,cmtmcawmdmdokmnm-dohmhhbcrkmmdcngan

g Menymﬂlbqhmﬁdmﬂmmehrmgmmgmqﬁngﬂkmmmgmmwmpnpada
saat pemeriksaan mmmmmmmmm
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dacrah;
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i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai tersangka atau
saksi;

J. Menghentikan penyidikan; "

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan dacrah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue

DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHIJJAH 1422 H

FBURATI S]]\IEULU'FL&;

) DRS. DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 11 Maret 2002

An. BUPATI SIMEULUE
PP, Sekretaris Kxbupan&? v

DRS. MQHD. RISWAN. R
Pembi .010 073 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 5 SERI: ANOMOR: 5
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